














Bentuk-bentuk penafsiran yang male dominated ter-
sebut, meskipun sudah mendapatkan kritik keras dari
beberapa sarjana Muslim, masih memiliki akar kuat
dalam praktik kehidupan masyarakat. Salah satu in-
dikatornya adalah masih demikian kuatnya pengaruh
kitab ‘Ugiid al-Lujjayn fi Baydn Hugilg al-Zawjayn di
lingkungan pesantren.® Sepintas lalu, khususnya di-
pandang dari judulnya, kitab ini ingin memberikan
pedoman kepada kaum Muslimin mengenai hak-hak
suami dan istri dalam membina kehidupan berumah
tangga. Akan tetapi, karena ditulis dalam perspektif
sosial dan budaya masyarakat yang didominasi oleh
ideologi patriarkhal, yang mengemuka dalam kitab
ini adalah subordinasi istri berhadapan dengan sua-
mi.

Kitab yang sangat populer itu banyak mengutip
Hadits yang dapat diragukan otentitasnya. Antara lain
dikutip sebuah Hadits, “sekalipun wajah perempuan
dipakai untuk mengelap kaki suaminya atau menjilati darah
dan nanah di wajah suaminya, tetapi kalau suaminya ti-
dak ikhlas, semua perbuatan itu tidak diterima oleh Tuhan.”
Al-Hadits yang lain menyatakan, “jika istri mencuri
harta suaminya, maka in dijatuhi hukuman 7000 kali
perbuatan mencuri.” Matan-matan Hadits tersebut bu-
kan hanya merendahkan derajat perempuan; lebih dari
itu juga memposisikan perempuan sebagai, memin-
jam istilah Simone de Beauvoir, the second sex (warga
kelas dua). Mengikuti kritik Mernissi, Hadits tersebut
dapat diduga semuanya palsu dan dibuat untuk me-
legitimasi kepentingan laki-laki. Penafsiran-penasiran
yang bercorak male dominated tersebut telah me-
nimbulkan kesan kuat bahwa Islam kurang membe-
rikan perhatian terhadap hak-hak perempuan seba-
gaimana diungkapkan di atas.
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Padahal, sebagaimana diungkap oleh Masdar F.
Mas'udi, pernyataan tentang hak-hak reproduksi da-
lam Islam itu sangat jelas. Islam, sebagaimana dipa-
hami dan ditafsirkan oleh Mas'udi, menegaskan bah-
wa hak-hak reproduksi itu harus dijamin pemenuhan-
nya berkaitan dengan tugas-tugas reproduksi yang di-
emban oleh kaum perempuan.! Hak-hak reproduksi
itu secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang
dimiliki oleh kaum lelaki sebagai pengemban fungsi
produksi (Stra al-Baqarah: 228). Hak-hak reproduksi
itu meliputi:

Pertama, hak jaminan keselamatan dan kesehatan.
Hak ini mutlak mengingat risiko yang ditanggung ka-
um perempuan dalam menjalankan tugas-tugas repro-
duksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks,
mengandung, melahirkan, dan menyusui.

Kedua, hak jaminan kesejahteraan. Jaminan ini di
samping berlangsung selama proses-proses vital re-
produksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui)
juga berlangsung di luar itu, yaitu berkaitan dengan
statusnya sebagai istri atau ibu.

Ketiga, hak untuk ikut mengambil keputusan yang
menyangkut kepentingan perempuan, khususnya yang
berkaitan dengan proses-proses reproduksi (Stira al-
Syiira: 38). Oleh karena itu, demikian ditegaskan oleh
Mas‘udi, secara normatif sebenarnya tidak terdapat
masalah berkenaan dengan hak-hak reproduksi perem-
puan dalam Islam.

Kritik-kritik dan solusi yang dilontarkan oleh be-
berapa sarjana sebagaimana diungkapkan di atas telah
membuka cakrawala baru dalam wacana jender di In-
donesia, khususnya berkaitan dengan hak-hak repro-
duksi perempuan. Sebagian aktivis perempuan mulai
menyadari hak-haknya sebagai perempuan dan
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memperjuangkan hak-hak tersebut, baik dengan men-
sosialisasikan pandangan keadilan jender maupun de-
ngan menyusun program-program aksi. Sementara se-
bagian lainnya masih setia berpegang teguh pada wa-
cana tradisional semata-mata karena berpandangan
bahwa yang selama ini telah berlaku bersifat mutlak.
Ketegangan kedua pandangan ini sangat tampak da-
lam pandangan-pandangan yang dikemukakan para
aktivis organisasi perempuan Islam yang menjadi na-
rasumber dalam penelitian ini.

Hak-hak Reproduksi dalam Kehidupan
Muslimah: Memetakan Persepsi

Sebagaimana diuraikan, pandangan kaum Muslimin
tentang masalah keadilan jender, termasuk hak-hak
reproduksi perempuan, masih bersifat mendua. Secara
normatif Islam dengan tegas menyatakan bahwa anta-
ra laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan
sama di hadapan Tuhan. Manusia, demikian diung-
kapkan dalam al-Qur’an, dinilai oleh Allah hanya dari
sudut ketakwaannya, bukan dari sudut pandang je-
nis kelamin (laki-laki dan perempuan). Sementara itu,
pada saat bersamaan penafsiran-penafsiran yang diwa-
risi dari masa lalu masih mendominasi pandangan
keagamaan sebagian kaum Muslimin. Padahal ber-
kaitan dengan masalah perempuan, penafsiran ula-
ma-ulama terdahulu itu seringkali memberikan legiti-
masi terhadap superioritas laki-laki. Pandangan yang
bersifat mendua ini tampak dalam respons yang di-
berikan oleh para aktivis ormas Islam Indonesia ber-
kaitan dengan masalah-masalah perempuan, khusus-
nya hak-hak reproduksi.

Lingkungan organisasi-organisasi sosial Islam Indo-
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nesia sebenarnya sudah lebih dari satu dekade me-
ngenal wacana tentang hak-hak reproduksi, khususnya
kesehatan reproduksi. Wacana tentang hak-hak re-
produksi perempuan itu mulai digeluti pada dekade
1980-an bersamaan dengan semakin gencarnya kam-
panye pemerintah dalam mensosialisasikan konsep Ke-
luarga Berencana (KB) kepada rakyat Indonesia yang
mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam
mengkampanyekan program KB, pemerintah melalui
BKKBN (Badan Kordinasi Keluarga Berencana Na-
sional), secara bertahap dan sistematis memperkenal-
kan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, baik
demi kepentingan perempuan maupun kepentingan
keberhasilan program KB. Dalam hal ini, strategi Pe-
merintah adalah menjadikan ormas-ormas Islam pe-
rempuan sebagal kepanjangan tangan. Pemerintah
memberikan penerangan dan pelatihan tentang pen-
tingnya KB kepada para aktivis organisasi perempuan.
Pada saat bersamaan, Pemerintah juga meminta para
ulama, baik melalui MUI (Majelis Ulama Indonesia)
maupun ormas-ormas Islam lain, untuk memberikan
fatwa tentang diperbolehkannya KB, atau secara luas,
merencanakan kelahiran. Akan tetapi, penting dicatat
bahwa dalam kampanye program KB itu perempuan
hanya dijadikan sebagai obyek untuk kepentingan me-
ngontrol pertumbuhan penduduk yang melaju dengan
pesat.

Gencarnya kampanye itu menimbulkan konsekuensi
tak terduga (unintended consequences), yaitu semakin
intensifnya ormas-ormas Islam perempuan bersentuh-
an dengan wacana kesehatan reproduksi. Sementara
pada saat bersamaan, dari sisi masyarakat, muncul
LSM perempuan yang secara langsung memperkenal-
kan wacana jender secara umum, termasuk kesehatan
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reproduksi. Intensifnya wacana jender ini pada
gilirannya menjadi latar belakang munculnya sejumlah
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan di
lingkungan ormas-ormas Islam perempuan. Selanjut-
nya, sejumlah organisasi sosial Islam, terutama
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, juga mu-
lai menaruh perhatian terhadap wacana tersebut. Or-
ganisasi sosial Islam itu, sejak periode awal perkem-
bangannya memang telah mendirikan badan khusus
yang diperuntukkan bagi kaum perempuan agar me-
reka apat mengekspresikan gagasan dan aktivitasnya.
Di lingkungan NU terdapat Muslimat dan Fatayat,
sedangkan di lingkungan Muhammadiyah terdapat
Aisyiyah. Melalui sayap organisasi perempuan inilah
kedua organisasi sosial Islam tersebut memberikan res-
pon intensif terhadap wacana jender.

Dalam konteks perkembangan seperti itu, bukan
sesuatu yang luar biasa jika masalah hak-hak repro-
duksi perempuan di mata organisasi sosial Islam bu-
kan isu baru lagi. Lingkungan Aisyiyah Muham-
madiyah, Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Muslimat
al-Washliyah, dan sebagainya telah mendiskusikan se-
cara intensif konsep-konsep keluarga berencana (KB)
yang secara tidak langsung bersentuhan dengan wa-
cana jender, khususnya hak-hak reproduksi perem-
puan. Di kalangan mereka, masalah hak-hak repro-
duksi perempuan itu telah menjadi wacana penting
sejak dekade 1990-an. Mereka tidak hanya menjadi-
kannya sebagai bahan diskusi maupun seminar, lebih
dari itu bahkan menjadikannya salah satu tema da-
lam advokasi dan pelatihan yang mereka galang.

Oleh karena itu, ketika kepada mereka, terutama
kepada eksponen organisasi, diajukan pertanyaan-per-
tanyaan yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi
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perempuan, dengan tanpa canggung mereka membe-
rikan responnya. Respon itu akan dikelompokkan me-
nurut wilayah-wilayah yang telah disebutkan, yaitu
wilayah-wilayah: memilih pasangan, hubungan seks,
menentukan kehamilan dan hamil (reproduksi biolo-
gis), dan menceraikan pasangan. Respon yang di-
ungkapkan oleh para eksponen dan aktivis organisasi
perempuan Islam itu selanjutnya akan diletakkan da-
lam konteks perkembangan wacana jender di kalangan
gerakan perempuan di Indonesia dan, yang tak kalah
pentingnya, dalam konteks ideologi keagamaan yang
mereka anut.

Memilih Pasangan

Secara normatif Islam menegaskan bahwa perempuan
mempunyai hak untuk memilih pasangan hidupnya.
Akan tetapi, dalam perkembanganya, seiring dengan
intensitas interaksi antara Islam (great tradition) dan
budaya setempat (little tradition), khususnya budaya
Arab, terdapat opini bahwa perempuan itu tidak be-
bas memilih pasangan. Perempuan bahkan boleh di-
paksa untuk menikah dengan laki-laki yang dipilih-
kan oleh keluarganya. Dalam kaitan ini, di dalam
kitab-kitab figh dikenal konsep wali mujbir atau orang-
tua laki-laki yang berhak menikahkan anak perem-
puannya (dengan paksa sekalipun) dengan laki-laki
pilihannya. Konsep ini, sebagaimana disebutkan dalam
kitab-kitab figih klasik, hanya berlaku bagi perem-
puan yang belum menikah. Sementara bagi perem-
puan yang sudah pernah menikah (janda), walf muj-
bir tidak berlaku. Janda memiliki kebebasan untuk me-
nentukan pasangannya sendiri karena dipandang su-
dah dewasa. Dalam kaitan inilah kemudian muncul
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gerakan ke arah rekonstruksi figih perempuan yang
belakangan ini gencar dilakukan oleh kaum feminis
di hampir seluruh dunia Islam.!

Seiring dengan modernitas, praktik kawin paksa,
sebagaimana dikonsepsikan, mulai berkurang. Para
ulama juga sudah mulai menyadari bahwa praktik
seperti itu tidak bisa lagi dilanjutkan. Kyai Abd. Syu-
kur, pimpinan Pesantren Darussalam, misalnya, me-
ngatakan bahwa sejalan dengan modernisasi, pemak-
saan perkawinan oleh orangtua laki-laki terhadap anak
perempuan sekarang tidak bisa dilakukan lagi.”® Mes-
kipun demikian, bukan berarti bahwa praktik itu
sudah sama sekali ditinggalkan. Sebagaimana ditun-
jukkan oleh sebuah penelitian, praktik kawin paksa
masih dapat dijumpai di sebagian kalangan masyara-
kat Sunda dan Betawi, meskipun sebagian besar me-
reka mengaku mencari jodohnya sendiri.'*

Modernitas memang telah menimbulkan pergeseran
nilai-nilai masyarakat, termasuk dalam menentukan
sendiri pasangan hidupnya. Munculnya kondisi ini da-
pat diperkirakan didorong oleh semakin terbukanya
akses bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan
sebagaimana kaum laki-laki. Pada gilirannya, ini
mengakibatkan mundurnya usia perkawinan, baik
pada laki-laki maupun perempuan. Jika pada masa
lalu, perempuan yang telah mengalami menstruasi
mendapat tekanan dari masyarakatnya untuk segera
mengakhiri masa lajangnya, maka pada masa sekarang
ini, khususnya di perkotaan, tekanan itu mulai mele-
mah, bahkan sama sekali kendur. Pada umumnya, ka-
sus kawin paksa itu ditemukan pada perempuan yang
masih sangat muda. Biasanya antara usia 13 sampai
dengan 15 tahun.!

Usia yang bertambah, pendidikan yang baik, dan
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akses pada kegiatan ekonomi menjadikan perempuan
lebih percaya diri untuk memilih sendiri pasangan
hidupnya. Meskipun demikian, bukan berarti perem-
puan tidak lagi membutuhkan restu dari orangtua,
atau yang dituakan, dalam memilih pasangan hidup-
nya. Kebutuhan untuk memperoleh restu seperti ini
merupakan salah satu ciri dari masyarakat yang pa-
ternalistik, sebuah ciri yang masih melekat pada ma-
syarakat Indonesia. Dalam beberapa kasus, restu
orangtua ini bahkan sangat menentukan sikap kaum
perempuan dalam memutuskan untuk menikah de-
ngan laki-laki pilihannya atau tidak. Akan tetapi, ke-
banyakan orangtua sekarang ini sudah sepenuhnya
menyerahkan pilihan pasangan hidup kepada anak-
nya, dan biasanya syarat terpentingnya adalah satu
agama. Pernikahan beda agama masih menjadi per-
debatan kontroversial di kalangan ulama Islam Indo-
nesia. Tidak hanya itu, undang-undang perkawinan
1974 pun tampaknya belum mengakomodasi masalah
nikah beda agama ini.

Hubungan Seksual

Di kalangan masyarakat Islam Indonesia terdapat per-
sepsi bahwa perempuan itu harus melayani suami
mulai dari ranjang sampai ke ranjang lagi. Hidup pe-
rempuan sama sekali didedikasikan untuk suami. Da-
lam masalah hubungan seks, perempuan bahkan harus
selalu siap sedia melayani suami seperti dikatakan
Ruwaida Samsuardi, Wakil Ketua Aisyiyah Kaliman-
tan Selatan. Ia menyatakan,

Kalau istri menolak digauli oleh suami dengan alasan
capai atau malas, ia akan dikutuk oleh malaikat sepan-
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jang malam sampai pagi, kecuali mempunyai alasan-
alasan tertentu seperti sakit. Jika istri sakit dan suami
tetap menggauli, itu dapat dikatakan pemaksaan atau
kekerasan. Akan tetapi, jika suami yang menolak ke-
inginan isteri, hal itu tidak apa-apa. Apalagi biasanya
isteri itu pandai menyimpan gejolak.'

Hal senada juga dikatakan oleh Muhammad Ah-
mad, Pengurus DPP IMMIM Makassar. Muhammad
Ahmad bahkan lebih keras dibandingkan dengan Ru-
waida. Baginya, pemaksaan seksual suami atas istri
tidak dianggap perkosaan, tetapi kewajaran. la meng-
ungkapkan,

Dalam Konvensi Genewa, jika suami memaksa istri ber-
hubungan badan, dikategorikan sebagai perkosaan. Ini
jelas pandangan yang tidak sejalan dengan ajaran Is-
lam. Dalam Islam, jika isteri menolak ajakan suami, ia
akan dilaknat semalam suntuk oleh malaikat. Akan te-
tapi, penting ditekankan bahwa masalah-masalah da-
lam rumah tangga sejauh mungkin harus dimusyawa-
rahkan, termasuk seks.”

Tetapi tidak semua narasumber mengkonfirmasi
pandangan di atas. Chairiah, Ketua Nasyiatul Aisyiyah
Kalimantan Selatan, mengatakan, “kalau suami boleh
menolak ajakan istri, mengapa istri tidak boleh?”® Ar-
tinya, sudah muncul kritisisme di kalangan perem-
puan Muslim tentang masalah hubungan seksual an-
tara suami-istri. Kaum perempuan, sebagai istri, tidak
bersedia lagi diperlakukan semena-mena oleh suami-
nya. Perempuan sudah berani menolak ajakan suami
jika tidak sedang menghendaki. Dalam kaitan dengan
masalah hubungan seksual ini, kalangan aktivis
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perempuan Muslim memang agak kurang terbuka
mengungkapkannya. Mereka tidak menyentuh ma-
salah menikmati hubungan seks, cara-cara melakukan
hubungan seks, atau alat kontrasepsi yang dipakai.

Menentukan Kehamilan

Menentukan kehamilan memang salah satu hak pe-
rempuan. Karena yang sepenuhnya menanggung risi-
ko kehamilan adalah kaum perempuan. Pandangan
ini tampaknya juga disetujui oleh kalangan aktivis or-
mas Islam. Muhammad Ahmad, Pengurus DPP IM-
MIM Makassar, mengatakan dalam Konvensi Genewa
disebutkan bahwa:

.. [plerempuan berhak menentukan jumlah anak. Menu-
rut saya itu terlalu berlebihan. Bahasanya kurang te-
pat. Manusia tidak boleh menentukan jumiah anak. Ini
istilah sekuler. Jika yang dimaksud adalah berusaha me-
nentukan jumlah anak, tidak masalah. Akan tetapi, me-
nurut saya, karena jumlah ini merupakan masalah ber-
sama antara suami-istri, maka harus dimusyawarah-
kan.®

Pandangan ini menunjukkan bahwa terdapat kesa-
daran di kalangan aktivis ormas Islam bahwa ‘ber-
usaha menentukan jumlah anak’ merupakan perilaku
yang secara normatif dibenarkan. Hal senada juga di-
tegaskan Chairiah, salah seorang Ketua Nasyiatul
Aisyiyah Kalimantan Selatan. Ja mengungkapkan,

menentukan jumlah anak oleh istri diperbolehkan—se-

jauh merencanakan, bukan menentukan. Mengenai jum-
lah anak ini harus direncanakan secara bersama-sama,
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baik oleh suami maupun istri. Karena keduanya mem-
punyai hak.®

Tampaknya dalam masalah menentukan jumlah
anak ini tidak terdapat perbedaan pendapat di ka-
langan perempuan Muslim Indonesia. Mereka rata-
rata setuju jumlah anak ditentukan berdasarkan kese-
pakatan antara suami dan istri. Yang mungkin masih
kontroversial adalah dengan cara apa jumlah anak itu
ditentukan, atau dengan alat kontrasepsi apa jumlah
anak dikendalikan. Dalam masalah ini, sepenuhnya,
pendapat kalangan perempuan Muslim masih merujuk
pada keputusan-keputusan ulama soal Keluarga Be-
rencana (KB).

Menceraikan Pasangan

Dalam masalah hak menceraikan pasangan, Huzai-
mah Tahido Yanggo, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat,
mengatakan dengan tegas bahwa perempuan berhak
mengajukan cerai. Ja bahkan merasa perlu untuk me-
rekonstruksikan figih perempuan karena dipandang
kurang mencerminkan kesetaraan jender. Huzaimah
menyatakan:

Rekonstruksi figih perempuan sangat diperlukan. Bebe-
rapa pandangan tentang perempuan memang perlu di-
luruskan. Misalnya ada paham bahwa perempuan itu
sesudah dibayar maharnya, dianggap menjadi hak pe-
nuh laki-laki. Diperlakukan seperti apa pun perempuan
harus pasrah. Jika melawan tidak masuk surga. Pada-
hal dalam ayat dikatakan bahwa jika perempuan tidak
rela diperlakukan secara kasar oleh laki-laki, ia bisa
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mengajukan hak cerai. Imam Nawawi bahkan berpan-
dangan bahwa tugas-tugas menyapu, membersihkan ru-
mah, dan sebagainya itu bukan tugas perempuan, me-
lainkan tugas laki-laki, Tugas perempuan itu sebenar-
nya hanya menentramkan suami saja.”

Hal senada juga ditegaskan oleh Mulkani. Menurut
Ketua Umum al-Washliyah Kalimantan Selatan ini, is-
teri mempunyai hak mengajukan gugatan cerai dengan
alasan suami memiliki penyakit yang tidak diketahui
sebelumnya dan penyakit itu dapat mengganggu ke-
harimonisan rumah tangga, seperti impotensi. Meski-
pun demikian, ia mengakui bahwa kasus seperti ini
jarang dijumpai. Yang terjadi justru adalah kaum pe-
rempuan tidak berani mengajukan gugatan cerai. Na-
mun, ia menambahkan bahwa sebaiknya, sebelum
gugatan cerai diajukan, diupayakan penyembuhannya
terlebih dahulu. Ini terutama untuk menjaga kemasla-
hatan bersama.”

Pandangan-pandangan dalam uraian di atas meng-
ungkapkan bahwa kaum perempuan Muslim Indone-
sia sedang berada dalam dinamika untuk meraih ke-
setaraan jender. Dinamika itu juga berimplikasi pada
semakin intensifnya dialektika antara sumber-sumber
ajaran agama (al-Qur’an dan Sunnah) dengan realitas
sosial. Pada akhirnya, dinamika itu akan berujung pa-
da equilibrium baru yang lebih menyiratkan keadilan
jender di kalangan kaum Muslim Indonesia. Wacana
yang berkembang, berbagai kegiatan yang dilaksana-
kan, dan publikasi yang gencar dilakukan merupakan
indikator penting bagi kemajuan gerakan kesetaraan
jender di Indonesia.

Dalam kaitan dengan hak-hak reproduksi, wacana
yang berkembang tetap terkait erat dengan masalah
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posisi perempuan dalam doktrin Islam. Tampaknya,
masalah hak reproduksi merupakan implikasi lebih
jauh dari persoalan doktriner. Oleh karena itu, untuk
melakukan empowerment terhadap hak-hak reproduksi
perempuan, masalah yang harus direkonstruksi terle-
bih dahulu adalah masalah posisi perempuan dalam
doktrin Islam. Jika rekonstruksi itu berhasil dilakukan,
dengan sendirinya masalah hak-hak reproduksi pe-
rempuan dalam Islam akan semakin kuat.
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Pandangan Ormas Keagamaan

%qu jender menjadi sangat menarik ketika dihubungkan
dengan wacana Islam, yang memang merupakan salah satu
komponen terpenting dalam berbagai perubahan sosial, ke-
budayaan, dan bahkan politik di negeri ini. Para aktivis dan sarjana
Muslim, melalui berbagai institusi atau organisasi yang berbasis
agama, terlibat secara intensif dalam proses sosialisasi dan
pembentukan wacana kesetaraan jender ini. Mereka mencoba
melakukan rekonstruksi khazanah Islam dalam perpektif baru
yang berpihak pada kesetaraan jender.

Secara komprehensif buku ini memaparkan perkembangan
pemikiran dan praktek sosial-keagamaan kalangan intelektual
Muslim Indonesia maupun para pemimpin ormas Islam terkemuka
berkenaan dengan isu Islam dan jender itu. Salah satu kekuatan
buku ini adalah pembahasannya yang mengandalkan data-data
empiris dari hasil Penelitian Kesadaran Gender di Kalangan Umat
Islam Indonesia yang dilakukan di beberapa propinsi.
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